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BAB I 

PENDAHULUAN  
A. LATAR BELAKANG 

 Pada era pembangunan ekonomi yang menuntut modernisasi pada segala 

bidang dan semakin kompleks sekarang, sudah selayaknya juga diiringi oleh 

pembangunan hukum yang terus dilakukan secara berkesinambungan 

(sustainable law development) dan juga komprehensif. Hal ini dimaksudkan agar 

pembangunan nasional Indonesia berorientasi pada kelestarian lingkungan hidup 

supaya output hukumnya tidak tertinggal dari perkembangan dinamika kehidupan 

masyarakat. Hukum lingkungan menjadi pedoman dalam rangka kelestarian 

lingkungan hidup tersebut . 1

 Penekanan pada pembangunan hukum terutama pada aspek lingkungan 

hidup sangat penting mengingat Indonesia adalah negara berkembang yang 

dimana perhatian pada “administrative self regulation” masih kurang . Karena 2

itulah penekanan pada pembangunan hukum terutama pada asas-asas 

pemerintahan yang baik sebagai landasan pacu implementasi pelayanan 

administrasi untuk pembangunan nasional dan ekonomi harus terus dioptimalkan 

agar tidak tertinggal dari laju perkembangan kehidupan sosial masyarakat. Hal ini 

didasarkan pada fakta bahwa tindakan manusia berupa proses sosial secara 

  Helmi, Hukum Lingkungan Dalam Negara Hukum Kesejahteraan Untuk Meuwujudkan 1

Pembangunan Berkelanjutan, Jurnal Ilmu Hukum Unja, Vol. 4 No. 5 (2011), Hlm. 1
  Edi Asadi, Hukum Administrasi Negara Dalam Pengelolaam Sumber Daya Alam Dan 2

Energi Berbasis Lingkungan (Depok: Rajawali Pers, 2020) Hlm 1 
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langsung dan tidak langsung akan mempengaruhi kelangsungan lingkungan hidup 

itu sendiri .  3

 Lahirnya Hukum Administrasi Negara menjawab kondisi tersebut, karena 

pada hakikatnya lahirnya Hukum Administrasi Negara didasari oleh keinginan 

negara untuk ikut campur tangan dalam setiap urusan masyarakat. Upaya campur 

tangan ini bertujuan untuk menjaga ketertiban, kepastian hukum, keadilan dan 

kemanfaatan dalam menunjang kehidupan dan kegiatan masyarakat. Menurut 

Phillipus M. Hadjon  Hukum Administrasi Negara  bertujuan untuk : 4

1. Mengatur sarana bagi penguasa untuk mengurus dan mengendalikan 

masyarakat 

2. Mengatur cara partisipasi warga negara dalam proses pengaturan dan 

pengendalian 

3. Mengatur perlindungan hukum (Rechtsbescherming) 

4. Menetapkan norma-norma fundamental bagi penguasa untuk 

pemerintahan yang baik (algemene beginselen van behoorlijk bestuur) 

 Berdasarkan penjabaran tersebut, jelas bahwa setiap kegiatan manusia 

dalam usaha untuk memenuhi kebutuhan hidup tidak dapat dilepaskan dari 

campur tangan negara melalui pejabat pelaksana administrasi negara. Termasuk 

dalam usaha negara mengelola sumber daya alam yang digunakan untuk 

mensejahterakan masyarakat. Hal ini telah tercantum dalam pembukaan UUD 

NRI 1945 alinea keempat yang menyebut bahwa negara hadir bertujuan untuk 

  Andi Hamzah, Penegakan Hukum Lingkungan(Bandung:Penerbit Alumni,2016)Hlm 11.3

  As’adi, Edi, Hukum Administrasi Negara Dalam Pengelolaam Sumber Daya Alam Dan 4

Energi Berbasis Lingkungan (Depok: Rajawali Pers, 2020) Hlm 2 
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memajukan kesejahteraan umum . Salah satu bentuk campur tangan negara yaitu 5

hadirnya pemerintah dalam pengaturan tentang Kehutanan.  

 Faktor yang melandasi hadirnya peran negara dalam mengatur tentang 

kehutanan karena bahwasannya hutan sebagai sumber daya alam adalah karunia 

dari Allah Yang Maha Esa, karenanya perlu dimanfaatkan bagi kesejahteraan 

masyarakat. Karena itulah pengelolaan hutan digunakan sebagai instrumen tak 

terpisahkan dari pembangunan nasional . Selain itu juga karena dilandasi 6

kesadaran bahwa pengelolaan hutan adalah hal yang sangat penting. Karena itu 

hadirnya campur tangan negara bertujuan untuk menciptakan adanya 

perlindungan hutan sehingga dapat membatasi dan mencegah kerusakan hutan 

yang disebabkan oleh perbuatan manusia itu sendiri. Juga untuk mempertahankan 

hak-hak subjek hukum lingkungan yaitu masyarakat, perusahaan dan pemerintah. 

 Sebagaimana konsep Hak dan Kewajiban yang selalu berjalan beringan, 

setiap munculnya hak maka akan muncul juga kewajiban. Hak subjek hukum 

dalam sektor kehutanan menimbulkan adanya kewajiban juga di sektor 

kehutanan. Salah satu kewajiban pemegang hak atas hutan yaitu untuk 

memulihkan dan mempertahankan fungsi hutan setelah penggunaan izin 

pemanfaatan fungsi hutan. Upaya untuk mempertahankan serta memulihkan 

fungsi hutan ini disebut sebagai Rehabilitasi hutan dan diatur secara khusus 

dalam Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2020 Tentang Rehabilitasi dan 

  Alinea IV Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 19455

  Ahmad Redi, Hukum Sumber Daya Alam Sektor Kehutanan. Jakarta Timur : Cahaya 6

Prima Sentosa, 2014, hlm 4
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Reklamasi Hutan. Rehabilitasi Hutan merupakan kewajiban bagi siapapun 

pemegang hak lahan dan hutan.  

 Indonesia adalah salah satu negara tropis yang memanfaatkan hutan untuk 

menunjang pertumbuhan dan perkembangan ekonomi nasional . Sejak zaman 7

kolonial hingga sekarang, Pemerintah terus berupaya untuk mengubah fungsi 

hutan demi mewujudkan kesejahteraan umum. Hal ini pada dasarnya juga 

dilakukan oleh negara-negara tropis dunia seperti brazil, Vietnam, Filipina dan 

China. Namun dampak kerusakan yang ditimbulkan oleh kegiatan alih fungsi 

hutan tersebut, membuat negara-negara tersebut berupaya untuk mengembalikan 

tutupan hutan yang telah hilang. Upaya ini dilakukan secara bersama dan sendiri 

serta didasari oleh kesadaran bahwa dampak hilangnya fungsi hutan ini sangat 

berbahaya dan dampaknya sangat luas. Karena itulah di Indonesia dikenal status 

hutan yakni salah satunya hutan produksi yang memiliki fungsi pokok 

memproduksi hasil hutan.  

 Secara umum, alih fungsi lahan hutan diakibatkan karena adanya kegiatan 

yang mendorong terjadinya deforestasi dan degradasi lahan. Deforestasi menurut 

KBBI adalah adalah aktifitas penebangan hutan. Sedangkan menurut Peraturan 

Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor: P.30/Menhut II/2009 tentang Tata 

Cara Pengurangan Emisi dari Deforestasi dan Degradasi Hutan (REDD) 

menyatakan secara tegas bahwa deforestasi adalah perubahan secara permanen 

areal hutan menjadi tidak berhutan yang disebabkan oleh kegiatan manusia. Ada 

  Perpustakaan Menlhk, “Keanekaragaman hayati untuk keberlanjutan kehidupan 7

m a n u s i a ” , h t t p : / / p e r p u s t a k a a n . m e n l h k . g o . i d / p u s t a k a / h o m e / i n d e x . p h p ?
page=ebook&code=ka&view=yes&id=1, diakses pada 23 Februari 22:45
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dua faktor yang yang mendorong terjadinya deforestasi, yakni faktor pendorong 

langsung dan faktor pendorong tidak langsung. Faktor langsung terjadi akibat 

penebangan hutan, penebangan liar, kebarakaran hutan dan kejadian yang 

disebabkan oleh bencana alam. Sedangkan penyebab tidak langsung terjadi 

karena adanya kegagalan pasar (misalnya penetapan harga kayu yang rendah), 

kegagalan kebijakan yang diakibatkan oleh problem hukum .   8

 Permasalahan lingkungan dalam Sektor Kehutanan merupakan masalah 

lingkungan yang selalu menjadi perhatian karena penyelesaian masalahnya 

banyak tidak terselesaikan dengan baik. Padahal Hutan bagian sangat penting dari 

lingkungan hidup. Hutan dapat menjadi indikator baik dan buruknya kualitas 

lingkungan suatu daerah karena memiliki fungsi sebagai sistem penyangga 

kehidupan dan tidak dapat dipisahkan dari kehidupan makhluk hidup. Data yang 

dikeluarkan oleh Kementrian Lingkungan Hidup tahun 2019 dberdasarkan hasil 

permantauan tahun 2018 dan 2019, terjadi kenaikan sebanyak 5,2 % deforestasi 

Indonesia pada kurun waktu tahun 2018-2019 . 9

 Menurut catatan dari World Wildlife Fund atau WWF deforestasi lahan 

dapat terjadi bukan oleh kegiatan manusia, misalnya kebakaran yang dipicu oleh 

suhu panas ekstrim. Setiap tahunnya Indonesia selalu bersiap dengan potensi 

kebakaran hutan dan lahan (karhutla) akibat cuaca panas ekstrim. Berdasarkan 

data dari BNPB pada September 2019, ditemukan titik panas di Riau sebanyak 

  Cifor.Org, “Penyebab Utama Deforestasi”, Https://Www.Cifor.Org/Publications/Html/8

AR-98/Bahasa/Ucauses.Html, (Diakses Pada 16 Juni Pukul 13:13)
  Hutan Dan Deforestasi Indonesia Tahun 2019, Kemenlhk, (Http://Ppid.Menlhk.Go.Id/9

Siaran_Pers/Browse/2435) Diakses Pada 16 November Pukul 8:56
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58, Jambi (62), Sumatera Selatan (115), Kalimantan Barat (384), Kalimantan 

Tengah (513) dan Kalimantan Selatan (178). Tetapi seringkali momen cuaca 

panas ekstrim ini dimanfaatkan oleh korporasi pelaku pembakaran hutan yang 

ingin membuka lahan dengan cara memanfaatkan musim panas atau land 

clearing . 10

 Tanggungjawab untuk merehabilitasi lahan-lahan hutan yang rusak akibat 

persoalan diatas tidak hanya dibebankan pada pemerintah terkhusus Departemen 

Kehutanan, tetapi juga pada seluruh pemangku kepentingan (pemegang hak atas 

atas hutan) yaitu mencakup subjek hukum lingkungan, termasuk masyarakat desa 

yang bertempat tinggal di sekitar hutan. Hal ini dikarenakan Rehabilitasi Hutan 

merupakan upaya untuk menjaga kelangsungan fungsi pokok hutan dan kondisi 

disekitarnya. Dampak yang ditimbulkan karena deforestasi baik karena ulah 

manusia ataupun bencana alam akan berdampak luas bagi semua subjek tersebut. 

 Kewajiban dalam merehabilitasi hutan sebagaimana kewajiban-kewajiban 

dalam hukum juga membutuhkan paksaan berupa sanksi. Sanksi adalah bentuk 

paksaan terhadap subjek hukum dalam menjalankan kewajiban maupun larangan-

larangan yang kewajiban dan larangan tersebut diatur dalam Peraturan 

Perundang-undangan. Terkait dengan kewajiban Rehabilitasi Hutan secara khusus 

diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2020 Tentang Rehabilitasi 

dan Reklamasi Lahan dan Hutan. PP ini dibuat dengan tujuan untuk menjaga 

kelangsungan fungsi pokok hutan yang dilakukan dengan rehabilitasi. Peraturan 

  Tirto, “Penyebab Dan Akibat Kebakaran Hutan Di Kalimantan Hingga Sumatera”10

(Https://Tirto.Id/Eic3), Diakses 17 November Pukul 0:57
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Pemerintah Nomor 26 Tahun 2020 ini merupakan amanat dari Undang-Undang 

Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (UU Kehutanan) yang mengatur 

bahwa rehabilitasi hutan dimaksudkan untuk memulihkan, mempertahankan dan 

meningkatkan funhsi hutan dan lahan sehingga tetap terjaga sebagai daya 

dukung, produktifitas dan peranannya dalam kehidupan masyarakat luas .  11

 Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2020 Tentang Rehabilitasi dan 

Reklamasi Hutan dan Lahan (PP RRH) secara umum mengatur tentang 

pembagian kewenangan, perencanaan, peran serta masyarakat, insentif, dan 

pendanaan. PP RRH yang baru disahkan ini merupakan pengganti sekaligus 

mencabut PP RRH yang lama yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2008. 

Perbedaan mencolok kedua PP RRH ini adalah terkait ketentuan sanksi 

administratif yang mana dalam PP RRH yang baru ketentuan administrasi 

dihapuskan. Sehingga jelas sekali terlihat jika dengan disahkannya PP RRH yang 

baru ini membuat kewajiban rehabilitasi hutan menjadi sebuah kewajiban yang 

dimuat dalam peraturan perundang-undangan, namun sanksi sebagai paksaan 

dalam menjalankan kewajiban ini dihapus sehingga tidak dimuat secara normatif 

dalam Peraturan Perundang-undangan.  

 Fakta tersebut membuat Persoalan deforestasi hutan serta degradasi lahan 

diperparah dengan adanya problem hukum terkait rehabilitasi hutan dan lahan. 

Padahal Upaya mengembalikan fungsi hutan telah dilakukan secara serius oleh 

pemerintah Indonesia pada tahun 1976 sejak dikeluarkannya Inpres yang 

  Pasal 40-45 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan (Lembaran 11

Negara Tahun 1999 Nomor 60)

7



menetapkan anggaran proyek rehabilitasi adalah sebesar 85% dari anggaran 

departemen kehutanan . Namun banyak permasalahan yang ditemui, dimulai 12

dari permasalah alokasi anggaran hingga orientasi rehabilitasi hutan yang bersifat 

represif daripada preventif. Sekarang semakin diperparah dengan dihapuskannya 

ketentuan sanksi administratif dalam PP RRH yang baru.  

 Secara umum PP Nomor 26 Tahun 2020 Tentang Rehabilitasi dan 

Reklamasi Hutan ini mengatur ketentuan yang sama dengan PP RRH yang lama 

disamping itu peraturan pelaksana dari PP RRH yang lama tetap berlaku . 13

Namun ada beberapa perbedaan serius antara PP RRH yang lama dan baru, salah 

satunya yakni hilangnya ketentuan sanksi administratif yang sebelumnya diatur 

pada pasal 59 PP Nomor 76 Tahun 2008  dalam PP Nomor 26 Tahun 2020 

ketentuan sanksi administratif dihapus. Sehingga dalam PP RRH yang baru, tidak 

ada sanksi administratif yang dapat diberikan kepada pemegang hak dan 

pemegang izin pengelolaan ataupun pemanfaatn hutan.  

 Pada dasarnya, Perizinan (vergunning) dalam hal pengelolaan hutan 

merupakan sarana yuridis administrasi untuk mencegah dan menanggulangi 

pencemaran atau kerusakan lingkungan termasuk dalam sektor kehutanan. Sifat 

dari perizinan yang membolehkan sesuatu yang pada dasarnya dilarang, namun 

menjadi boleh karena perizinan. Dalam perizinan inilah pemegang izin terikat 

pada ketentuan-ketentuan hukum yang apabila terjadi pelanggaran terhadap 

  Cifor.Org, “Rehabilitasi Hutan Di Indonesia : Akan Kemakah Arahnya Setelah Lebih 12

Dari Tiga Dasawarsa?”(Https://Www.Cifor.Ord/Publications/Books/Bnawir0801ina.Pdf), Diakses 
Pada 17 Juni 10:45
  Pasal 63 Peraturan Pemerintah Tahun 2020 Tentang Rehabilitasi Dan Reklamasi Hutan 13

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 137)
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ketentuan hukum maka izin tersebut dapat dicabut berdasarkan asas Contrarius 

Actus. Yang berarti bahwa siapa yang mengeluarkan suatu izin, maka ia juga yang 

berhak untuk mencabutnya .  14

 Undang Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan telah 

mengamanatkan kepada pemegang izin pemanfaatan melaksanakan semua 

ketentuan mengenai kewajiban selaku pemegang izin. Sebagaimana dalam pasal 

32 disebut bahwa pemegang izin pemanfaatan hutan berkewajiban untuk 

menjaga, memelihara dan melestarikan hutan tempat usahanya. Dalam halaman 

penjelasannya disebut bahwa perusahaan pemegang izin pemanfaatan berskala 

besar mempunyai kewajiban untuk memberdayakan masyarakat di dalam dan di 

sekitar hutan tempat usahanya. Sedangkan Pasal 48 menyebut pemegang izin 

diwajibkan melindungi hutan dalam areal kerjanya. Pemegang Izin Pemanfaatan 

Hutan wajib untuk mengupayakan tindakan penegahan (preventif) dalam upaya 

menjaga, memelihara dan melestarikan hutan tempat ia mendirikan usaha.  

 Dalam tindakan penanggulangan terhadap kerusakan lingkungan hutan, 

pasal 40 sampai 45 mewajibkan adanya Rehabilitasi hutan bagi pemegang izin 

atau hak. Pada dasarnya Undang-Undang Kehutanan membebankan kewajiban 

ini pada pemegang hak dan izin pemanfaatan hutan, kecuali pada kerusakan hutan 

yang disebabkan oleh bencana alam. ketentuan lebih lanjut mengenai Rehabilitasi 

dan Reklamasi Hutan ini diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 

2020 Tentang Reklamasi dan Rehabilitasi Hutan.  

  Hukum Online, “Apa Arti Contrarius Actus”, https://www.hukumonline.com/klinik/a/14

arti-asas-icontrarius-actus-i-lt5a4091a9d6c08, diakses pada 23 februari pukul 22:51
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 Dalam PP No. 76 Tahun 2008 (PP RRH lama) pasal 59 menyebutkan 

Pemegang hak atau izin yang tidak melaksanakan rehabilitasi hutan dan lahan, 

serta pemegang izin penggunaan kawasan hutan yang tidak melaksanakan 

rehabilitasi hutan, dapat dikenai dikenai sanksi berupa teguran dan pembatalan 

izin. Teguran diberikan oleh Menteri (dalam hal ini Kemenlhk), Gubernur dan 

Bupati atau walikota sesuai kewenangan yang dimiliki. Sedangkan pembatalan 

izin Pembatalan menyangkut izin pemanfaatan hutan termasuk izin pinjam pakai 

penggunaan kawasan hutan yang diterbitkan oleh pemberi izin sesuai dengan 

kewenangannya. 

 Pada dasanya setiap penerbitan izin selalu diikuti oleh kewenangan 

penerbit izin untuk mencabut izin yang telah ia terbitkan tersebut. Dalam hal ini 

semua bentuk izin pemanfaatan hutan yang telah diterbitkan oleh lembaga atau 

instansi yang berwenang, otomatis juga memiliki hak untuk membatalkan izin 

yang telah diterbitkan. Hal ini untuk menghindari terjadinya konflik sosial karena 

perizinan sendiri hadir dan di harapkan bukan untuk menimbulkan konflik sosial 

tetapi semestinya harus mampu menciptakan harmonisasi kehidupan berbangsa 

dan bernegara .  15

 Menurut M. Luthfi Chakim , peneliti konstitusi di Mahkamah Konstitusi 16

berkata bahwa apabila sebuah Keputusan TUN terdapat kekeliruan administratif 

atau cacat yuridis yang berhak mencabut suatu Keputusan TUN adalah pejabat/

  Agus Ngadino, Perizinan Dalam Kerangka Hukum Demokrasi, Jurnal Simbur Cahaya, 15

2012, hlm. 2.  
  Hukum Online. “Asas Cntrarius Actus”,Https://Www.Hukumonline.Com/Klinik/16

Detail/Ulasan/Lt5a4091a9d6c08/Arti-Asas-Icontrarius-Actus-I/. Diakses 29 Agustus 2021 
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instansi yang mengeluarkan Keputusan TUN itu sendiri dan dilakukan dengan 

peraturan yang setaraf atau yang lebih tinggi. Di samping itu, dalam proses 

pencabutan sebuah Keputusan TUN juga harus memperhatikan asas dan 

ketentuan yang berlaku, kecuali undang-undang dengan tegas melarang untuk 

mencabutnya.  

 Dihapuskannya ketentuan hukuman administrasi dalam PP RRH yang 

baru memberi ruang kosong bagi kewenangan pejabat administrasi yang 

menerbitkan izin pemanfaatan hutan dan lahan. Sanksi Administrasi merupakan 

instrumen yang paling sering dipakai dalam upaya perlindungan dan pengelolaan 

lingkungan hidup.  

 Dalam upaya memulihkan, mempertahankan dan meningkatkan fungsi 

hutan dan lahan serta memperbaiki atau memulihkan kembali Kawasan Hutan 

yang rusak, Rehabilitasi merupakan kewajiban bagi pemegang hak atau izin 

pemanfaatan hutan dan lahan. Menurut Asas Contrarius Actus penerbit izin dapat 

membatalkan izin tersebut apabila pemegang izin melanggar ketentuan hukum 

dalam perizinan. Namun dalam PP RRH baru ketentuan sanksi administratif bagi 

pemegang hak atau izin yang tidak melaksanakan rehabilitasi hutan telah 

dihapuskan.  

 Sanksi adalah salah satu instrument untuk memaksakan tingkah laku 

warga agar sesuai dengan hukum . Oleh karena itu, sanksi sering merupakan 17

bagian yang melekat pada norma hukum tertentu. Sanksi administrtif adalah 

  M. Kemal Dermawan, Strategi Pencegahan Kejahatan, Citra Aditya Bakti, Bandung, 17

1994, hlm., 3. 
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perangkat sarana hukum administratif yang bersifat pembebanan kewajiban/ 

pemerintah dan/ atau penarikan kembali keputusan tata usaha Negara yang 

dikenakan kepada penanggungjawab usaha dan/ atau kegiatan atas dasar 

ketidaktaatan terhadap peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan 

dan pengelolaan lingkungan hidup dan/ atau ketentuan dalam izin lingkungan  

 Dalam ketentuan administrasi, sanksinya dapat diberikan kepada pelaku 

pencemaran lingkungan, yang tertuang dalam Pasal 76 ayat (2) Undang-Undang 

Nomor 32 Tahun 2009 bahwa sanksi administrasi terdiri atas :  18

a. Teguran Tertulis 

b. Paksaan Pemerintah;  

c. Pembekuan Izin Lingkungan; atau 

d.  Pencabutan Izin Lingkungan. 

 Berdasarkan ketentuang diatas pelanggaran yang terjadi dalam ruang 

lingkup hukum administrasi negara, termasuk Rehabilitasi Hutan secara umum 

dapat diperingatkan agar berbuat sesuai ketentuan perizinan dan apabila tidak, 

akan dikenakan sanksi berat berupa pencabutan izin usaha dan pembayaran 

sejumlah ganti kerugian. ketentuan ini dimuat dalam Undang-Undang Nomor 32 

Tahun 2009, yang memuat bahwa penegakan hukum dalam permasalahan 

lingkungan bukan hanya terkait dengan Hukum Administrasi saja, melainkan juga 

Hukum Pidana, dan Hukum Perdata.  

  Pasal 76 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan dan 18

Perlindungan Lingkungan hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 5059) 
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 Ketiadaan ketentuan sanksi administrasi dalam Peraturan Pemerintah 

Nomor 26 Tahun 2020 Tentang Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan yang 

menggantikan PP RRH yang lama merupakan problem hukum yang akan 

berakibat pada praktik penegakan hukum administrasi di lapangan, terkhusus 

yang berkaitan dengan upaya untuk merehabilitasi hutan yang rusak akibat alih 

fungsi lahan hutan. Penegakan hukum (law emforcement) bukan hanya tentang 

pengawasan, namun juga sanksi. Sanksi merupakan bagian penting dalam setiap 

peraturan perundang-undangan. Menurut Philipus M. Hadjon , pada umumnya 19

tidak ada gunanya memasukkan kewajiban-kewajiba dan larangan-larangan bagi 

masyarakat di dalam peraturan perundang-undangan tata usaha negara, mana kala 

aturan-aturan tersebut tidak dapat dipaksakan.  

 Dalam kerangka hukum modern, Pejabat administrasi pada dasarnya tetap 

bisa menjatuhkan sanksi administratif terhadap izin yang sebelumnya diterbitkan 

olehnya berdasarkan asas Contarius Actus, namun setiap keputusan yang dibuat 

oleh pemerintah di desain agar dapat digugat jika tidak sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan serta asas legalitas.  

 Dalam rangka penegakan hukum terkait Rehabilitasi Hutan, keputusan 

untuk menghilangkan atau mempertahankan hak dan kewajiban pemegang izin 

yang berada pada pejabat tata usaha negara haruslah didasari oleh alasan yang 

jelas berdasarkan hukum serta ada mekanisme untuk melakukan gugatan terhadap 

keputusan tersebut. Karena itulah Asas Contrarius Actus sendiri tidak bisa serta 

  Ridwan H.R., Hukum Administrasi Negara, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006. 19

Hlm 298
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merta dapat diterapkan terkait dihapusnya ketentuan sanksi administratif dalam 

PP RRH yang baru. Sehingga dibutuhkannya reformulasi sanksi adminsitrasi 

terkait pelanggaran atas kewajiban rehabilitasi hutan ini.  

Berdasarkan permasalahan yang telah dijelaskan dan dijabarkan tersebut, 

maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan judul  

“SANKSI ADMINISTRASI ATAS PELANGGARAN TERHADAP 

KEWAJIBAN REHABILITASI HUTAN BERDASARKAN ASAS 

CONTRARIUS ACTUS”. 

B. RUMUSAN MASALAH 

 Berdasarkan latar belakang tersebut, maka permasalahan pokok dalam 

penelitian ini yaitu Sanksi Administrasi Atas Pelanggaran Terhadap Kewajiban 

Rehabilitasi Hutan Sesuai Asas Contrarius Actus. Dari permasalahan pokok 

tersebut dibatasi dalam beberapa sub masalah sebagai berikut. 

1. Bagaimana Formulasi Sanksi Administrasi Atas Pelanggaran Terhadap 

Kewajiban Rehabilitasi Hutan Berdasarkan Asas Contrarius Actus? 

2. Bagaimana Bentuk Sanksi Administrasi Atas Pelanggaran Terhadap 

Kewajiban Rehabilitasi Hutan Berdasarkan Asas Contrarius Actus? 

C. TUJUAN PENELITIAN 

Tujuan yang diharapkan dapat tercapai melalui penelitian ini, yaitu sebagai 

berikut : 
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1. Untuk mengetahui dan menganalisis serta merumuskan formulasi sanksi 

administrasi terhadap pelanggaran dalam kewajiban Rehabilitasi Hutan 

2. Untuk mengetahui dan menjelaskan bentuk sanksi administrasi negara 

atas pelanggaran terhadap kewajiban rehabilitasi hutan 

D. MANFAAT PENELITIAN 

Manfaat yang diharapkan dapat diperoleh melalui penelitian ini, yaitu 

sebagai berikut : 

1. Manfaat teoritis yaitu dapat menambah pengetahuan bagi penulis dalam 

bidang penulisan yang diambil dari pengumpulan data, pengolahan data, 

dan analisis data. Selain itu penelitian ini juga diharapkan dapat 

bermanfaat dalam penerapan teori-teori dan pengetahuan yang telah 

diterima dan dipelajari oleh penulis selama ini, khususnya dalam hukum 

administrasi negara. 

2. Manfaat praktis yaitu berguna untuk mengetahui apakah pengaturan 

mengenai perlindungan lingkungan hidup di Indonesia ini terutama 

dalam sektor kehutanan telah terjalankan dengan baik dan dapat 

melindungi kepentingan pelestraian lingkungan hidup dan kesejahteraan 

umum. Dalam hal ini, peneliti akan berusaha mencari jalan keluar dari 

kurangnya literatur terkait formulasi sanksi administrasi terhadap 

pelanggaran atas kewajiban Rehabilitasi Hutan. 
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E. KERANGKA TEORITIK 

 Untuk mempertajam konsep penelitian, maka diperlukan adanya landasan 

teori maupun landasan konsep yang digunakan untuk menciptakan penelitian yang 

valid dan baik. Landasan teori/ kerangka konsep berisi mengenai pengkajian 

terhadap teori-teori, definisi - definisi tertentu yang digunakan sebagai landasan 

pengertian dan landasan operasional dalam pelaksanaan penelitian. Landasan teori 

/ kerangka konsep yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu : 

1. Teori Penegakan Hukum  

 Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide 

keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Jadi 

penegakan hukum pada hakikatnya adalah proses perwujudan ide-ide. Penegakan 

hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma 

hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas atau hubungan 

hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.  20

 Sanksi Administrasi Negara diperlukan dalam menjamin penegakan 

hukum dalam bidang Hukum Administrasi Negara, yang mana Rehabilitasi Hutan 

merupakan salah satu wilayah dari kewenangan pemerintahan, dimana 

kewenangan ini berasal dari aturan hukum administrasi baik yang tertulis maupun 

tidak tertulis. Sehingga teori Penegakan hukum sangat relevan dijadikan pisau 

analisis untuk membahas Sanksi Administrasi atas pelanggaran terhadap 

kewajiban rehabilitasi hutan sesuai dengan asas Contrarius Actus.  

 Soerjono Soekanto dan Sri Pamuji, Penelitian Hukum Normatif. Jakarta: CV Rajawali, 20

Hlm. 39
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 Berikut ini adalah beberapa faktor yang mempengaruhi penegakan hukum 

di bidang wilayah hukum administrasi.  

a. Faktor Hukum 

 Praktik penyelenggaraan hukum di lapangan ada kalanya terjadi 

pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, hal ini disebabkan oleh 

konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak, sedangkan 

kepastian hukum merupakan suatu prosedur yang telah ditentukan secara 

normatif. Hal ini yang menjadi problem hukum dalam upaya rehabilitasi hutan 

tatkala ketentuan sanksi administrasi dihapuskan dalam Peraturan Perundangan 

khusus mengenai Rehabilitasi Hutan (PP RRH) karena secara langsung juga 

menegasikan kepastian hukum dalam upaya mengembalikan fungsi hutan.  

b. Faktor Penegakan Hukum 

 Fungsi hukum, mentalitas atau kepribadian petugas penegak hukum 

memainkan peranan penting, kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas petugas 

kurang baik, ada masalah. Oleh karena itu, salah satu kunci keberhasilan dalam 

penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian penegak hukum.  

 Penegak hukum dalam Rehabilitasi Hutan mencakup institusi penegak 

hukum dan aparat (orangnya) penegak hukum. Setiap aparat dan aparatur terkait 

juga mencakup pula pihak-pihak yang bersangkutan dengan tugas atau perannya 

terkait dengan kegiatan pelaporan atau pengaduan, penyelidikan, penyidikan, 

penuntutan, pembuktian, penjatuhan vonis dan pemberian sanksi, serta upaya 
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pemasyarakatan kembali (resosialisaasi) dalam sektor kehutanan terkhususnya 

kewajiban mengembalikan fungsi hutan melalui rehabilitasi hutan .  21

c. Faktor Sarana atau Fasilitas Pendukung  

 Faktor sarana atau fasilitas pendukung mencakup perangkat lunak dan 

perangkat keras, salah satu contoh perangkat lunak adalah pendidikan. Pendidikan 

yang diterima oleh petugas hukum dewasa ini cenderung pada hal-hal yang 

praktis konvensional, sehingga dalam banyak hal petugas hukum mengalami 

hambatan ketika menjalankan kewajibannya.  

d. Faktor Masyarakat 

 Penegak hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai 

kedamaian di dalam masyarakat. Setiap warga masyarakat atau kelompok sedikit 

banyaknya mempunyai kesadaran hukum, persoalan yang timbul adalah taraf 

kepatuhan hukum, yaitu kepatuhan hukum yang tinggi, sedang, atau kurang. 

Adanya derajat kepatuhan hukum masyarakat terhadap hukum, merupakan salah 

satu indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan.  

 Masyarakat merupakan subjek penting dalam upaya merehabilitasi hutan. 

terutama masyarakat yang mempunyai hak atas hutan maupun masyarakat yang 

berada tinggal disekitar hutan. Setiap lapisan masyarakat harus diketahui dan 

dipahami oleh para penegak hukum . Dengan mengetahui dan memahami hal-hal 22

tersebut, maka dapat memudahkan penegak hukum untuk mengidentifikasikan 

  Jimly Asshiddiqie, “Penegakan Hukum”, (Http://Www.Jimly.Com/Makalah/Namafile/21

56/Penegakan_Hukum.Pdf), Diakses Pada 12 September 2021 18:54
 Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Rajawali 22

Press, Jakarta, 1983. hlm 7  
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nilai-nilai dan norma-norma atau kaidah-kaidah yang berlaku di lapisan 

masyarakat yang berbeda tersebut. 

2.  Teori Sanksi Administrasi  

 Menurut J.B.J.M. ten Berge , sanksi merupakan inti dari penegakan 23

hukum administrasi. Sanksi diperlukan untuk menjamin penegakan hukum 

administrasi. Menurut Pde Haan dkk, dalam HAN, penggunaan sanksi 

administrasi merupakan penerapan kewenangan pemerintahan, di mana 

kewenangan ini berasal dari aturan hukum administrasi tertulis dan tidak tertulis. 

JJ. Oosternbrink berpendapat sanksi administrasi adalah sanksi yang muncul dari 

hubungan antara pemerintah dengan warga negara dan yang dilaksanakan tanpa 

perantara pihak ketiga (kekuasaan peradilan), tetapi dapat secara langsung 

dilaksanakan oleh administrasi sendiri. Jenis sanksi administrasi dapat dilihat dari 

segi sasarannya yaitu:  

1. sanksi reparatoir artinya sanksi yang diterapkan sebagai reaksi atas 

pelanggaran norma, yang ditujukan untuk memngembalikan pada kondisi 

semula sebelum terjadinya pelanggaran, misalnya bestuursdwang,  

dwangsom),  

2. sanksi punitif artinya sanksi yang ditujukan untuk memberikan hukuman  

pada seseorang, misalnya adalah berupa denda administratif,  

 S.F. Marbun. Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara, Lyberty, Yogyakarta, 1997, 23

Hlm. 154. 
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3. sanksi regresif adalah sanksi yang diterapkan sebagai reaksi atas ketidak 

patuhan terhadap ketentuan yang terdapat pada ketetapan yang  

diterbitkan.  

 Perbedaan sanksi administrasi dan sanksi pidana adalah, jika sanksi  

administrasi ditujukan pada perbuatan, sifat repatoir-condemnatoir, prosedurnya 

dilakukan secara langsung oleh pejabat Tata Usaha Negara tanpa melalui 

peradilan. Sedangkan sanksi pidana ditujukan pada si pelaku, sifat condemnatoir, 

harus melalui proses peradilan. Macam-macam sanksi dalam Hukum Administrasi 

seperti berikut, bestuursdwang (paksaan pemerintahan), penarikan kembali 

keputusan (ketetapan) yang menguntungkan, pengenaan denda administratif, dan 

pengenaan uang paksa oleh pemerintah (dwangsom)  24

 Upaya Rehabilitasi Hutan harus lebih mengedepankan sanksi administrasi 

negara dikarenakan rehabilitasi hutan merupakan termasuk wilayah hukum 

administrasi negara karena sektor kehutanan merupakan urusan pemerintahan 

yang dibagi secara jelas mana urusan pemerintahan pusat dan pemerintahan 

daerah .  25

3. Teori Perizinan  

 Perizinan merupakan salah satu bentuk fungsi pengaturan dan bersifat 

pengendalian yang dimiliki oleh pemerintah terhadap kegiatan-kegiatan yang 

  David Osborn, Hukum Adminnistrasi Negara Dan Kebijakan Pelayanan Publik, 24

Nuansa, Bandung, 2009, Hlm. 17-18. 
 Steven, Yohanes, “Pembagian Urusan Pemerintahan Di Bidang Kehutanan”, (Https://25

Media.Neliti.Com/Media/Publications/151085-ID-Pembagian-Urusan-Pemerintahan-Di-
Bidang.Pdf), Diakses Pada 13 September 2021 Pukul 14.29
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dilakukan oleh masyarakat . Bagir manan menyebut bahwa izin memiliki 26

pengertian luas yang berarti suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan 

peraturan perundnag-undangan untuk memperbolehkan melakukan suatu tindakan 

atau perbuatan tertentu yang pada dasarnya dilarang .  27

 Izin biasanya harus dimiliki atau diperoleh suatu badan hukum atau 

perseorangan sebelum yang bersangkutan dapat melakukan suatu kegiatan 

ataupun tindakan. Berdasarkan penjabaran singkat tersebut, dapat ditarik 

kesimpulan bahwa izin merupakan perbuatan pemerintah bersegi satu yang 

berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk diterapkan pada suatu peristiwa 

konkret menurut prosedur dan persyaratan tertentu. Ada beberapa unsur dari 

perizinan yakni : 

A. Instrumen Yuridis  

Dalam konsep negara hukum kesejahteraan, tugas dan wewenang 

pemerintah tidak hanya menjaga ketertiban dan keamanan sebagaimana dalam 

konsep negara penjaga malam (Nachtwachterstaat). Pemerintah berkewajiban 

untuk menciptakan kesejahteraan umum. Dalam rangka untuk mewujudkan tujuan 

ini, pemerintah diberikan sebuah wewenang dalam hal pengaturan yang dari sini 

muncul sebuah instrumen yuridis untuk menghadapi peristiwa konkret dan 

individual yaitu dalam bentuk keputusan.  

  Adrian Sutedi, Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik, Jakarta: Sinar 26

Grafika, 2015, hlm 193
  Bagir Manan, Ketentuan-Ketentuan Mengenai Pengaturan Penyelenggaraan Hak 27

Kemerdekaan Berkumpul Ditimjau Dari Perspektif UUD 1945,  Makalah, Jakarta, 1995, Hlm 8
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Wujud dari keputusan ini adalah Izin. Izin merupakan keputusan yang 

bersifat konstitutif yang berarti keputusan yang menimbulkan hak baru yang 

sebelumnya tidak dimiliki oleh orang yang hendak mengajukan perizinan 

tersebut .  28

B. Peraturan Perundang-undangan 

Negara hukum merupakan sebuah konsep dimana pemerintahan harus 

berdasarkan peraturan perundang-undangan. Setiap tindakan hukum pemerintah 

dalam menjalankan fungsi pelayanan harus berdasarkan wewenang yang 

diberikan oleh Undang-undang. Keputusan untuk menerbitkan izin juga 

merupakan kewenangan pemerintah yang diberikan oleh peraturan perundang-

undangan.  

Wewenang pemerintah dalam membuat suatu tindakan hukum termasuk 

perizinan harus berdasarkan asas legalitas. Tanpa dasar ini tindakan hukum 

tersebut tidaklah sah. Oleh karena itu dalam membuat izin haruslah berdarakan 

wewenang yang diberikan oleh Undang-undang yang berlaku, karena tanpa 

adanya dasar berupa legalitas tersebut keputusan menerbitkan izin tidaklah sah.  29

C. Organ Pemerintah 

Dalam menjalankan tugas urusan pemerintahan baik di tingkat pusat 

maupun daerah, urusan tersebut dilakukan oleh organ pemerintahan. Sebagaimana 

asas legalitas, izin juga harus dilakukan kepada organ pemerintah yang memiliki 

  Ridwan H.R., Hukum Administrasi Negara, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006. 28

Hlm 202
 Ridwan H.R, Ibid, Hlm 203 29
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kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan. Izin pun harus 

dikeluarkan oleh organ pemerintahan dalam bentuk keputusan administrasi 

negara.  

D. Peristiwa Konkret 

Peristiwa konkret berarti peristiwa yang terjadi pada waktu tertentu, 

perorangan atau badan hukum tertentu, tempat tertentu dan fakta hukum tertentu. 

Karena itu tak heran perizinan memiliki banyak jenis dan beragam dikarenakan 

banyaknya peristiwa konkret yang ada ditengah masyarakat. Selain itu tergantung 

dari perisitiwa konkret tersebut, berbeda pula lembaga atau pejabat administrasi 

yang mengeluarkan izin tersebut.  

E. Prosedur dan Persyaratan 

Permohona izin harus menempuh sejumlah prosedur tertentu yang telah 

ditentukan oleh pemerintah, selaku pihak pemberi izin. Selain itu pemohon juga 

harus harus memenuhi persyaratan-persyaratan tertentu yang telah ditentukan oleh 

pemerintah. Prosedur dan persyaratan ini akan berbeda-beda tergantung dari 

tujuan izin, jenis izin dan instansi atau lembaga dan pejabat pemberi izin.  

Syarat-syarat dalam izin itu bersifat konstitutif dan kondisional. bersifat 

konstitutif berarti suatu perbuatan atau tingkah laku tertentu terlebih dahulu 

artinya dalam pemberian izin tersebut harus ditentukan suatu perbuatan konkret, 

bila tidak dipenuhi maka dapat dikenakan sanksi .  30

  Ridwan H.R, Ibid, Hlm 20730
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Pada dasarnya ketentuan sanksi administratif yang dimuat dalam PP 

RRH merupakan salah satu dari implikasi tidak dipenuhinya kewajiban maupun 

larangan yang dimintakan dalam perizinan penggunaan hak atas hutan dan secara 

langsung berdampak pada izin ataupun hak atas hutan itu sendiri.  

Pelanggaran terhadap kewajiban untuk merehabilitasi fungsi hutan 

sangatlah mungkin terjadi mengingat masyarakat yang terdiri darii individu-

individu dengan sikap yang beragam dalam hal kepatuhan terhadap hukum .  31

F. RUANG LINGKUP 

Ruang lingkup dalam penelitian ini dibatasi dan hanya pada penerapan 

sanksi terkait pelanggaran tentang Sanksi Administrasi Atas Pelanggaran 

Terhadap Kewajiban Rehabilitasi Hutan Sesuai Asas Contrarius Actus. 

Pembahasan juga akan membahas terkait asas-asas penerapan sanksi dalam 

hukum administrasi negara, contohnya adalah Asas Contrarius Actus di Indonesia 

dengan melihat peraturan yang menjadi sasaran kajian dari penelitian ini.  

G. METODE PENELITIAN 

1.  Jenis Penelitian 

 Berdasarkan latar belakang, rumusan masalah, serta landasan teori/

kerangka konsep yang telah diuraikan, maka untuk mengkaji secara komprehensif 

dan holistik pokok permasalahan, akan ditelusuri dengan menggunakan tipe 

penelitian secara yuridis normatif. Tipe penelitian dalam skripsi ini juga 

menggunakan metode normatif yang  didukung data empiris dan ditunjang oleh 

  Achmad Ali, “Menguak Teori Hukum dan Teori Pengadilan Termasuk interprestasi 31

undang-Undang”, Kencana:Jakarta, 2009, hlm 352 
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data-data yang diperoleh dari bahan-bahan kepustakaan, penelitian ini lebih 

menitikberatkan pada data primer. Penelitian ini dilakukan dan ditujukan tentang 

topik yang penulis angkat, kemudian melihat kesesuaian antara hal yang 

ditentukan dalam peraturan hukum dari Undang-undang terkait. Penelitian hukum 

normatif atau kepustakaan tersebut mencakup:  

1. Penelitian terhadap asas-asas hukum  

2. Penelitian terhadap sistematik hukum  

3. Penelitian terhadap taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal  

4. Perbandingan hukum  

5. Sejarah hukum  

 Sehingga dalam penelitian ini, penulis menggunakan penelitian normatif   

terhadap asas-asas hukum yaitu penelitian hukum normatif hukum yang 

dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dengan dalam peraturan perundang-

undangan (law in books)  32

2.   Pendekatan Penelitian 

 Pendekatan penelitian digunakan ntuk mencapai tujuan-tujuan yang 

hendak di capai dalam penelitian, maka pemecahan masalah yang akan 

dilakukan dengan menggunakan pendekatan yang digunakan yaitu : 

a. Pendekatan Perundang-undangan (Statute Approach) pendekatan yang 

digunakan untuk mengkaji semua undang-undang dan regulasi yang 

bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani .  33

 Amiruddin,Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, cetakan 10, PT. Raja 32

Grafindo Persada, Depok, 2018, hlm. 118.
  Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Jakarta, Kencana Prenada Media    33

Grup, 2009, Hlm. 93.
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b. Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach) Penelitian ini juga 

menggunakan pedekatan konseptual atau Conceptual approach. 

Pendekatan ini dilakukan dengan cara melakukan pemahaman terhadap 

doktrin-doktrin dan pandangan yang berkembang dalam ilmu hukum yang 

dijadikan sebagai dasar untuk membangun argumentasi hukum dalam 

menjawab permasalahan dalam penelitian.  

 Doktrin-doktrin dan pandangan-pandangan akan memperjelas ide-de 

dengan memberikan pengertian-pengertian hukum, konsep hukum maupun asas-

asas hukum yang relevan dengan permasalahan dalam penelitian hukum.  Penulis 34

melakukan pendekatan konseptual ini dengan melakukan pemahaman dan 

penelitian pada doktrin-doktrin, asas-asas, teori- teori dalam ilmu hukum yang 

berkaitan dengan perlindungan hukum.  

3.  Bahan dan Sumber Hukum 

 Bahan hukum adalah keseluruhan prinsip-prinsip, ketentuan, dan 

prosedur-prosedur teknis hukum, baik dalam bentuk peratur-perundangan dan 

literatur hukum lainnya yang diperuntukkan untuk keperluan penelitian hukum, 

secara akademis maupun juga praktis . Bahan hukum dalam penelitian ini berasal 35

dari, yaitu:  

A. Bahan Hukum Primer 

Bahan Hukum Primer adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif 

artinya mempunyai otoritas dalam hal bahan-bahan. Hukum primer 

  Peter Mahmud, Ibid., Hlm. 95. 34

  Ida Bagus Wyasa Putra, 2006, Bahan Hukum Internasional, Fakultas Hukum UNUD, 35

25 Agustus 2006
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terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah 

dalam pembuatan peraturan perundang-undangan dan putusan hakim . 36

A. Undang-Undang Dasar Tahun 1945;  

B. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi 

Pemerintahan 

C. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan 

D. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan  

Pengelolaan Lingkungan Hidup.  

E. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 02 Tahun 2013 tentang 

Pedoman Penerapan Sanksi Administratif di Bidang Perlindungan dan 

Pengelolaan Lingkungan Hidup 

F. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2020 tentang Rehabilitasi dan 

Reklamasi Hutan (PP RRH) 

B. Bahan Hukum Sekunder  

Bahan hukum sekunder, yaitu sebagai bahan yang memberikan 

penjelasan mengenai bahan hukum primer , seperti; rancangan undang-37

undang, pendapat hukum (doktrin) ataupun teori-teori yang diperoleh 

dari literatur hukum, hasil penelitian, artikel ilmiah, maupun website 

yang terkait dalam penelitian ini sebagai penjelasan terhadap bahan 

hukum primer.  

C. Bahan Hukum Tersier 

Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun 

  Nico Ngani, Metode Penelitian dan Penelitian Hukum, Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 36

2012, hlm. 79  
 Soerjono Suekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Penerbit Universitas Indonesia-UI 37

Press cetakan ke-3, 1984, hlm 54. 
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penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, 

seperti kamus (hukum), dan ensiklopedia 

4.  Teknik Pengumpulan Bahan Hukum 

 Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu 

melalui Teknik kepustakaan (studi pustaka). Alasan menggunakan studi 

kepustakaan dikarenakan data yang di cari untuk menyusun penelitian ini adalah  

bahan hukum primer. Di dalam studi kepustakaan untuk mendapatakan landasan 

teori mengenai masalah yang akan di teliti adalah dengan mempelajari berbagai 

buku referensi serta hasil penelitian sebelumnya yang memiliki kesamaan. 

5.  Teknik Analisis Bahan Hukum 

 Teknik analisis data yang digunakan pada penelitian ini yaitu analisis 

deskriptif kualitatif. Pada proses ini peneliti memilih dan menyusun secara 

sistematis hasil dari kajian pustaka yang didapatkan mengenai sanksi terhadap 

pelanggaran dalam kewajiban Rehabilitasi Hutan 

6. Teknik Penarikan Kesimpulan 

 Teknik penarikan kesimpulan yang digunakan pada penelitian ini yaitu 

deduktif. Dengan teknik ini, peneliti akan menarik kesimpulan dari hal yang 

bersifat umum ke hal yang bersifat khusus untuk menarik kesimpulan dari 

ketentuan sanksi terhadap pelanggaran rehabilitasi hutan apakah telah sesuai 

dengan yang telah diamanatkan oleh undang – undang atau belum. 
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